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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam 

Rumah Tangga  

Padal tahun 2004l pemertintah Indonesial mengesahkan Undangl-

Undang lNo. 23 Tahunl 2004 tentangl Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan KDRT. Di 

sampingl di dasarkanl pada pertimbanganl kasus kekerasanl dalam rumahl 

tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatarbelakangi 

kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian 

pertimbangan undang-undang ini dikemukakan bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi yang harus dihapus. 

Untuk mencegah, melindungil korban, danl menindak pelakul kekerasan 

dalaml lingkup rumahl tangga, Negaral dan masyarakatl harus melaksanakanl 

pencegahan, lperlindungan, dan penindakanl pelaku sesuail dengan falsafahl 

Pancasila danl Undang-Undangl Dasar Tahunl 1945. Negaral mempunyai 

pandanganl bahwa segalal bentuk lkekerasan, terutama kekerasanl dalam 

lingkupl rumah ltangga, adalah kejahatanl dan pelanggaranl hak asasil manusia 

terhadapl martabat kemanusiaanl serta merupakanl bentuk ldiskriminasi. 

Undangl-undang penghapusanl kekerasan dalaml rumah tanggal terkait 

eratl dengan Undangl-Undang lNo. 7 Tahunl 1984 tentangl Peratifikasian 
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Conventionl on thel Elimination offl All ofl Discrimination againstl women sertal 

Undang-Undangl No. 39l Tahun 1999l tentang Hakl Asasi lManusia. Jadi 

Undangl-Undang Penghapusanl KDRT harusl dipandang sebagail satu bentukl 

keberpihakan Negaral (dalam wujudl peraturan perundangl-undangan) terhadapl 

kelompok rentanl dalam lingkupl rumah ltangga. Undang-undangl menegaskan 

bahwal kekerasan dalaml rumah tanggal merupakan pelanggaranl hak asasil 

manusia, kejahatanl terhadap martabatl kemanusiaan, danl diskriminasi. 

Undangl-Undang Penghapusanl KDRT punl pada ketentuanl umumnya 

merumuskanl kekerasan dalaml lingkup rumahl tangga sebagail “kekerasan 

terhadapl seseorang terutamal perempuan’’ lNamun, seperti diulasl di latas, 

kekerasan dalaml rumah tanggal pada kenyataannyal tidak hanyal menimpah 

lperempuan, terkait denganl posisi kerentananl anggota keluargal yang hidupnyal 

secara finansiall ataupun lemosional, bergantung padal siapa punl yang 

dianggapl berkuasa dalaml rumah ltangga.  

Perempuan yaitu isteri bisal menjadi subjekl atau pelakul tindak pidanal 

KDRT danl karenanya “lakil-laki yaknil suami” menurutl undang-undangl ini 

dapatl juga menjadil korban daril KDRT. Ketentuanl ini harusl dibaca danl 

diterapkan secaral berimbang, janganl sampai apabilal pelaku KDRTl adalah 

lakil-laki (suamil), maka penyidikl menerapkan pasall-pasal tindakl pidana 

dalaml Undang-Undangl Penghapusan lKDRT. Sedangkan apabilal pelaku 

KDRTl adalah perempuanl (isteri) penyidikl tidak menerapkanl pasal-pasall 

dalam Undangl-Undang Penghapusanl KDRT misalnyal pasal dalaml KUHP. 
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Masalahl “pembuat” kekerasanl dalam rumahl tangga inil penting, olehl 

karena janganl sampai timbull pemikiran Undangl-Undang Penghapusanl KDRT 

hanyal diperuntukkan bagil laki-lakil (suami), sehinggal apabila perempuanl 

(isteri) melakukanl KDRT hanyal dijerat denganl ketentuan penganiayaanl pada 

Pasall 351 lKUHP. Pada konteksl ini, perlul adanya penerapanl yang seimbangl 

dari Undangl-Undang Penghapusanl KDRT. Meskipunl jiwa undangl-undang 

inil untuk melindungil perempuan, tetapil dalam aturanl pasalnya jugal 

memberikan hakl yang samal kepada lakil-laki yaknil suami untukl dilindungi. 

Berdasarkanl ketentuan Pasall 5 Undang-Undang Penghapusanl KDRT 

terdapatl adanya empatl jenis tindakl pidana yangl dijadikan bentukl KDRT 

adalahl berupa: Pertama, kekerasanl fisik diatur dalam Pasal 6 undang-undang 

tersebut adalah perbuatanl yang mengakibatkanl rasa lsakit, jatuh lsakit, atau 

lukal berat. lKedua, kekerasan psikisl diatur dalaml Pasal 7l adalah perbuatanl 

yang mengakibatkanl ketakutan, hilangnyal rasa percayal diri, hilangnyal 

kemampuan untukl bertindak, rasal tidak lberdaya, dan ataul penderitaan psikisl 

berat padal seseorang. lKetiga, kekerasan seksuall diatur dalaml Pasal 8 adalah 

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap 

salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orangl lain untukl tujuan 

komersiall dan/ataul tujuan ltertentu. Keempat, penelantaranl rumah tanggal 

diatur dalaml Pasal 9l adalah setiapl orang dilarangl menelantarkan orangl dalam 

lingkupl rumah ltangganya, padahal menurutl hukum yangl berlaku baginyal atau 

karenal persetujuan ataul perjanjian ial wajib memberikanl kehidupan, 
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lperawatan, dan pemeliharaanl kepada orangl tersebut. Penelantaranl yang 

dimaksudl di atasl juga berlakul bagi setiapl orang yangl mengakibatkan 

ketergantunganl ekonomi denganl cara membatasil dan/ataul melarang untukl 

bekerja yangl layak dil bawah kendalil orang ltersebut. 

Pembahasan penelitian ini, penulisl hanya mefokuskan padal tindak 

pidanal kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalaml lingkup rumahl tangga. 

Kekerasanl fisik dalam lingkup rumahl tangga di atur dalam Pasal 6l UU 

Penghapusanl KDRT yaitul melakukan kekerasanl fisik yangl diartikan sebagail 

suatu perbuatanl berdampak padal rasa yangl sakit, ataul luka beratl dan jatuhl 

sakit. Pengertianl tersebut jikal dibandingkan denganl pengertian penganiayaanl 

dalam Pasall 351 KUHPl yaitu perbuatanl mengakibatkan lukal-luka lberat, dan 

penganiayaanl disamakan sengajal merusak lkesehatan, serupa tapil tidak lsama. 

Penganiayaan merupakanl perbuatan yangl sengaja membuatl perasaan tidakl 

enak ataul penderitaan. Ketentuanl penganiayaan ringanl pada KUHPl 

mensyaratkan harusl terdapat unsurl dengan sengajal menimbulkan perasaanl 

tidak enakl (penderitaan), rasal sakit (pijnl) atau lluka, dan yangl terpenting padal 

syarat lanjutannyal adalah menimbulkanl penyakit ataul halangan dalaml 

menjalankan matal pencaharian lpekerjaan. Dengan demikianl jika ditafsirkanl 

secara otentikl pengertian “kekerasanl fisik” yangl dianut dalaml UU 

Penghapusanl KDRT lebihl sempit daril pada pengertianl dari “penganiayaanl” 

KUHP, olehl karena menimbulkanl suatu penderitaanl atau perasaanl tidak lenak, 

luka danl dapat merusakl kesehatan orangl itu tidaklahl terkualifikasi sebagail 

“kekerasan fisikl” dalam Pasall 6 Undangl-Undang Penghapusanl KDRT. 
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Permasalahanl yang muncull yaitu dalaml Undang-Undangl 

Penghapusan KDRTl tidak terdapatl pengertian ataul penjelasan daril frasa “rasal 

sakit, jatuhl sakit danl luka lberat”. Pengertian ataul penjelasan tersebutl paling 

pentingl untuk dapatl membuktikan jenisl perbuatan manal yang dilakukanl oleh 

terdakwal itu lsendiri. Karenanya maul tidak maul kita harusl mencari 

pengertianl-pengertian tersebutl dalam KUHPl dan lyurisprudensi. Rasa sakitl 

hanya cukupl bahwa orangl lain merasal sakit tanpal ada ciril-ciri perubahanl 

dalam bentukl fisik. Rasal sakit, contohnyal seperti lmenampar, memukul, 

lmencubit. Jatuh sakitl yaitu adanyal suatu gangguanl fungsi daril organ-organl 

tubuh dil dalam tubuhl manusia. Lukal berat yaitul luka yangl terkualifikasi 

dalaml Pasal 90l KUHP yaknil jatuh sakitl yang berpotensil tidak memberikanl 

kesempatan ataul harapan untukl sembuh danl juga dapatl menyebabkan 

lkematian. Kehilangan salahl satu daril panca lindera, tidak mampul menjalankan 

tugasl pekerjaan, lcacat, lumpuh, gugurl atau matinyal kandungan daril seorang 

lperernpuan. Akibat “penganiayaanl” dalam Undangl-Undang Penghapusanl 

KDRT tidakl disebutkan sebagail “kekerasan fisikl” yaitu lukal yang terdapatl 

perubahan dalaml bentuk fisikl manusia yangl berlainan daril pada bentukl 

semula.  

Mencermati uraian di atas, pengaturan tindak pidana kekerasan 

perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tanda diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. Sedangkan ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik dalaml 

lingkup rumahl tangga yakni tercantum dalaml Pasal l44, yang berbunyi: 
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1. Setiapl orang yangl melakukan perbuatanl kekerasan fisikl dalam lingkupl 
rumah tanggal sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 5 hurufl a dipidanal 
dengan pidanal penjara palingl lama 5l (lima) tahunl atau dendal paling 
banyakl Rp l15.000. l000,00 (limal belas jutal rupiah). 

2. Dalaml hal perbuatanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) mengakibatkanl 
korban mendapatl jatuh sakitl atau lukal berat, dipidanal dengan pidanal 
penjara palingl lama 10l (sepuluh) tahunl atau dendal paling banyakl Rp 
l30.000. l000,00 (tigal puluh jutal rupiah). 

3. Dalaml hal perbuatanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (2) mengakibatkanl 
matinya lkorban, dipidana denganl pidana penjaral paling lamal 15 (limal 
belas) tahunl atau dendal paling banyakl Rp l45.000. l000,00 (empatl puluh 
limal juta rupiahl). 

4. Dalaml hal perbuatanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) dilakukanl oleh 
suamil terhadap isteril atau sebaliknyal yang tidakl menimbulkan penyakitl 
atau halanganl untuk menjalankanl pekerjaan jabatanl atau matal 
pencaharian ataul kegiatan seharil-hari, dipidanal dengan pidanal penjara 
palingl lama 4l (empat) bulanl atau dendal paling banyakl Rp l5.000. l000,00 
(limal juta rupiahl). 

Berkenan dengan kategori kekerasan dalaml rumah tanggal (KDRT), 

maka perbuatan kekerasanl fisik dalaml lingkup rumahl tangga ini terbagi 

dalam 4 (empat) bentuk yakni: 

1. Kekerasan fisik biasa 

Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa 

setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 

lima belasl juta lrupiah. Apabila melihatl ketentuan Pasall 5 hurufl (a) ljo. 

Pasal l6, maka perbuatanl terlarang kekerasanl fisik biasal ini adalahl 

perbuatan mengakibatkanl “rasa lsakit, jatuh lsakit, atau lukal berat”, tetapil 

jika kital melihat aturanl dalam Pasall 44 ayatl (2) mengaturl tentang 

kekerasanl fisik yangl menyebabkan jatuhl sakit ataul luka lberat, maka 
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maksudl Pasal 44l ayat (1l) undang-undangl ini hanyal mengancam atasl 

perbuatan yangl mengakibatkan “rasal sakit lsaja”.  

Hall ini terlihatl perumusan lpengertian, aturan danl ancaman 

perbuatanl “kekerasan fisikl” UU Penghapusanl KDRT tidakl sinkron danl 

tidak lsistematis. Ketentuan yangl dilarang dalaml Pasal 44l ayat (1l) ini 

adalahl setiap orangl yang denganl sengaja melakukanl perbuatan yangl 

menimbulkan rasal sakit padal korban (dalaml lingkup rumahl tangga) yaknil 

korban merasal sakit tanpal ada perubahanl dalam bentukl badan. 

Konstruksinyal “penganiayaan” jelasl syarat tersebutl harus lada, tetapi 

dalaml UU Penghapusanl KDRT adal hal yangl berbeda yaknil dengan 

adanyal ketentuan Pasall 44 ayatl (4) yangl mengatur tentangl kekerasan fisikl 

ringan (yangl tidak menimbulkanl penyakir ataul halangan untukl 

menjalankan pekerjaanl jabatan ataul mata pencaharianl atau kehiadal 

sehari-haril). 

Konsekuensi dari hal tersebut jelas apabila kekerasan fisik itu 

dilakukan bukan atau selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dan 

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

maka harusl tetap dipidanal dengan Pasall 44 ayatl (1) UUl terkualifikasi 

sebagail kekerasan fisikl biasa. Denganl demikian, kekerasanl fisik biasal 

syaratnva adalahl harus adal perbuatan yangl menimbulkan rasal sakit danl 

menimbulkan penyakitl atau halanganl untuk menjalankanl pekerjaan 

jabatanl atau matal pencaharian ataul kegiatan seharil-hari.  
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Apabilal kekerasan fisikl dilakukan olehl bukan ataul selain olehl 

suami terhadapl isteri ataul sebaliknya makal syaratnya cukupl hanya adal 

perbuatan yangl menimbulkan rasal sakit. Jadil sedikit membingungkanl dan 

berbedal kualifikasi kekerasanl fisik denganl “penganiayaan”, apakahl 

konstruksinya memangl dibuat demikianl atau memangl ada kesalahanl 

dalam lpenyusunannya. Tapi karenal aturannya demikianl penegak hukuml 

harus memegangl konstruksi hukuml “kekerasan fisikl” dalam Pasall 44 ayatl 

(1) ltersebut. Lebih llanjut, “kekerasan fisikl” dalam Pasall 44 ayatl (1) 

akibatnyal hanya menimbulkanl “rasa sakitl”. Maka bukanl merupakan 

KDRTl atau kekerasanl fisik apabilal ada ayahl yang melakukanl perbuatan 

yangl membuat perasaanl tidak enakl kepada lanak. Lebih janggall lagi 

bukanl merupakan KDRTl jika ayahl mengiris, lmemotong, menusuk 

denganl pisau anakl dan anakl mengalami lukal tetapi tidakl menimbulkan 

jatuhl sakit. 

Konstruksil tersebut demikianl karena perasaanl tidak enakl dan lukal 

tidak terkualifikasil sebagai kekerasanl fisik. Hall demikian terasal janggal, 

tetapil itulah aturannyal dalam UUl Penghapusan lKDRT, sehingga hall ini 

memberil kesempatan kepadal aparat penegakl hukum khususnyal Hakim 

untukl memberikan penafsiranl apakah tetapl menganut fahaml otentik 

undangl-undang tersebutl atau memberikanl roh barul pada pengertianl 

“kekerasan fisikl” yakni termasukl pula dil dalamnya “perasaanl tidak enakl” 

dan “lukal”. Atau memberikanl penafsiran barul yang tidakl membedakan 

antaral “rasa sakitl” dengan “perasaanl tidak enakl” terutama denganl “luka”. 
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Penjelasanl di atasl menunjukkan bahwal UU Penghapusanl KDRT 

terlalul ceroboh memberikanl pengertian otentikl atas kekerasanl fisik yangl 

tidak llengkap, sebagaimana tertuangl di dalaml Pasal l6, sehingga 

menyulitkanl dalam lpenerapannya. Lebih llanjut, kualifikasi dalaml Pasal 

44l ayat (1l) ini tidakl menampung apabilal terjadi kasusl “kekerasan fisikl 

yang direncakanl terlebih ldahulu”, apakah hall ini akanl tetap diajukanl 

sebagai KDRTl atau digunakanl aturan KUHPl yakni Pasall 353 KUHPl 

tentang penganiayaanl berencana. Jikal digunakan UUl Penghapusan KDRTl 

maka diperlukanl terobosan olehl Hakim untukl memaknai frasal 

“melakukan perbuatanl” dalam Pasall 44 ayatl (1) UUl Penghapusan KDRTl 

ini dalaml konstruksi baikl direncanakan ataul tidak ldirencanakan. 

2. Kekerasanl fisik ringanl (delik aduanl) 

Pasall 44 ayatl (4) UUl Penghapusan KDRTl menyatakan bahwal 

kekerasan fisikl yang dilakukanl oleh suamil terhadap isteril atau isteril 

terhadap suamil yang menekankanl pada tidakl menimbulkan penyakitl atau 

halanganl untuk menjalankanl pekerjaan jabatanl atau matal pencaharian 

ataul kegiatan seharil-hari. Apabilal seorang ayahl hanya menamparl anaknya 

danl setelah ditamparl anak tersebutl tetap bisal bermain, perbuatanl ayah 

tersebutl bukan melakukanl kekerasan fisikl ringan (Pasall 44 ayatl (4)) 

tetapil kekerasan fisikl biasa (44l ayat (1l)). Meskipun konstruksil hukumnya 

lberbeda, KUHP dalaml Pasal 356l ayat (1l) memberikan pemberatanl pidana 

jikal terjadi penganiayaanl yang dilakukanl oleh suamil terhadap isteril atau 
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lsebaliknya, tetapi dalaml KDRT justrul hal inil menjadi unsurl yang 

lmeringankan. 

3. Kekerasanl fisik mengakibatkanl korban jatuhl sakit ataul luka beratl 

Pasall 44 ayatl (2) UUl Penghapusan lKDRT, perbuatan terlarangl 

dalam hall ini melakukanl perbuatan yangl berakibat mendapatkanl jatuh 

sakitl (timbul gangguanl atas fungsil dari alatl-alat dil dalam badanl manusia) 

ataul luka beratl dalam lingkupl rumah tanggal (kualifikasinya dalaml Pasal 

90l KUHP). Terlihatl jika memangl pengertian jatuhl sakit danl luka beratl 

dalam pasall ini sesuail dengan pengertianl dalam lKUHP, maka 

penempatanl akibat perbuatanl ini tidakl sepadan, karenal “jatuh sakitl” dan 

“lukal berat” merupakanl akibat yangl secara kualitasl sangat jauhl berbeda, 

tetapil dalam pasall ini diancaml dengan pidanal yang lsama. 

Konstruksil pasal inil karena adal frasa “mengakibatkanl korban” 

makal “jatuh sakitnyal atau lukal beratnya korbanl” hanya merupakanl akibat 

yangl tidak dimaksudl oleh sil pelaku. Denganl demikian menjadil masalah 

jikal terjadi kasusl kekerasan fisikl yang mengakibatkanl orang tersebutl 

jatuh sakitl atau lukal beratnya korbanl adalah yangl disengaja olehl pelaku 

ltersebut. Kekerasan fisikl yang “jatuhl sakit ataul luka beratnyal korban” 

adalahl dimaksud danl direncanakan lebihl dahulu olehl pelaku. Apabilal 

terjadi kasusl demikian, apakahl ketentuan Pasall 44 ayatl (2) UUl 

Penghapusan KDRTl dapat ldiberlakukan. Jika merujukl pada rumusanl 

Pasal 44l ayat (2l) UU Penghapusanl KDRT makal kasus dil atas bukanl 

kualifikasi pasall tersebut karenal menurut Pasall 44 ayatl (2) jatuhl 
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sakit/lukal berat hanyal merupakan akibatl bukan dimaksudl apalagi 

ldirencanakan. 

4. Kekerasanl fisik mengakibatkanl matinya korbanl  

Pasall 44 ayatl (3) UUl Penghapusan KDRTl menyatakan bahwal 

perbuatan sebagaimanal dimaksud padal ayat (2l) mengakibatkan matinyal 

korban. Perbuatanl terlarang inil adalah melakukanl kekerasan fisikl yang 

menyebabkanl orang kehilanganl nyawanya dalaml lingkup rumahl tangga. 

Dimanal oleh karenal dalam rumusanl pasal tersebutl ada frasal 

“mengakibatkan matinyal korban” yaitul hanya rnerupakanl akibat yangl 

tidak dikehendakil oleh sil pelaku ltersebut.  

Samal dengan permasalahanl dalam Pasall 44 ayatl (4) UUl 

Penghapusan lKDRT, jika terdapatl kasus-kasusl seperti; kekerasanl fisik 

yangl “matinya” korbanl adalah dimaksudl atau disengajal oleh pelakul atau 

adal kekerasan fisikl yang “matinyal” korban adalahl dimaksud danl 

direncanakanl lebih dahulul oleh lpelaku, maka ketentuanl Pasal 44l ayat (3l) 

UU Penghapusanl KDRT tidakl dapat ldiberlakukan. 

Kasusl tersebut tentunyal akan membawal 2 (dual) dampak yaknil 

sebagai lberikut: 

a. Kasus dil atas tetapl sebagai KDRTl dengan caral Hakim memberikanl 

penafsiran bahwal “mengakibatkan matinyal korban” inil dimaksudkan 

baikl “sebagai maksudl atau ldisengaja, sebagai lakibat, atau sebagail 

maksud yangl telah ldirencanakan”. 
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b. Kasus tersebutl tidak merupakanl KDRT. Aparatl penegak hukuml 

menggunakan KUHPl agar dapatl menyelesaikan perkaral tersebut, 

yaknil jika matinyal adalah dimaksudl/disengaja pelakul berlakukan 

Pasall 354 ayatl (2) lKUHP, apabila lukal berat dimaksudl atau disengajal 

dan direncakanl lebih dahulul diberlakukan Pasall 355 ayatl (2) lKUHP. 

Hall-hal dil atas menunjukkanl perumusan tindakl pidana dalaml UU 

Penghapusanl KDRT tidakl terlalu ljelas. Tugas beratl ada dil pundak penegakl 

hukum khususnyal hakim untukl memperbaiki hall tersebut. Lebihl lanjut, 

dalaml UU Penghapusanl KDRT tidakl jelas diaturl mengenai bentukl percobaan 

atasl “kekerasan lfisik”, dalam artil apakah percobaanl atas kekerasanl fisik danl 

percobaan atasl kekerasan ringanl dapat ldipidana, oleh karenal dalam KUHPl 

jelas percobaanl melakukan penganiayaanl dan penganiayaanl ringan tidakl 

dapat ldipidana. Hal inil sesuai denganl ketentuan Pasall 351 ayatl (2) KUHPl 

yang menentukanl bahwa jikal perbuatan mengakibatkanl luka-lukal berat, yangl 

bersalah diancaml dengan pidanal penjara palingl lama limal tahun. Kemudianl 

Pasal 352l yaitu kecualil yang tersebutl dalam Pasall 353 danl 356, makal 

penganiayaan yangl tidak menimbulkanl penyakit ataul halangan untukl 

menjalankan pekerjaanl jabatan ataul pencarian, ldiancam, sebagai 

penganiayaanl ringan, denganl pidana penjaral paling lamal tiga bulanl atau 

pidanal denda palingl banyak empatl ribu limal ratus lrupiah. Pidana dapatl 

ditambah sepertigal bagi orangl yang melakukanl kejahatan itul terhadap orangl 

yang bekerjal padanya, ataul menjadi lbawahannya. 
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Berdasarkanl uraian pembahasan dil atas, maka penulis simpulkan 

bahwa pengaturan tindakl pidana kekerasanl perbuatan kekerasan fisik dalaml 

rumah tanggal menurut Undang-Undangl No. 23l Tahun 2004l tentang 

Penghapusanl Kekerasan Dalaml Rumah Tanggal diatur dalam Pasal 6 undang-

undang ini, kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatanl yang 

mengakibatkanl rasa lsakit, jatuh lsakit, atau lukal berat. Sedangkan ketentuan 

pidanal untuk perbuatan kekerasan fisikl dalam lingkup rumahl tangga diaturl 

dalam Pasall 44, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk kekerasan fisik, antara lain: 

kekerasan fisik biasa, kekerasan fisik ringan, kekerasan fisik mengakibatkan 

korban jatuh sakit atau luka berat, dan kekerasan fisik mengakibatkan matinya 

korban. Namun aturan dalaml UU Penghapusanl KDRT yangl mengatur tentangl 

“kekerasan fisikl” menurut penulisl terlihat banyakl celah danl menimbulkan 

banyakl interpretasi. Berbedal dengan kualifikasil dan bentukl “penganiayaan” 

dalaml KUHP yangl relatif lengkapl dan jelasl karena mencakupl segala bentukl 

penganiayaan. 

B. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana 

Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Pada 

Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs 

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan suatul bentuk 

perbuatanl yang dianggapl baru. Meskipunl pada dasarnyal bentuk-bentukl 

kekerasan inil bisa ditemuil dan terkaitl dalam bentukl perbuatan pidanal 

tertentu, sepertil penganiayaan, lpembunuhan, perkosaan danl pencurian. Padal 

mulanya pengertianl kekerasan dapatl dijumpai padal Pasal 89l KUHP yangl 
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berbunyi: “Membuatl orang pingsanl atau tidakl berdaya disamakanl dengan 

menggunakanl kekerasan.” 50 

Rumusanl pengertian haruslahl bersifat lobjektif, dengan perkataanl lain 

bukanl perasaan subjektifl korban (perempuanl) yang dipakail sebagai lukuran. 

Karena bilal yang dipakail ukuran subjektifl yang dirasakanl korban, makal 

pengertian kekerasanl menjadi lkabur, karena setiapl subjek mempunyail ukuran 

yangl berbeda (yangl oleh subjekl lain hall ini bukanlahl dianggap sebagail 

kekerasan).51 Menurut Hasbiantol bahwa kekerasanl dalam rumahl tangga 

adalahl suatu bentukl penganiayaan secaral fisik maupunl emosional ataul 

psikologis, yangl merupakan suatul cara pengontrolanl terhadap pasanganl 

dalam kehidupanl rumah ltangga.52 

Kasus perkara No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, terdakwa Ika Dasmika 

Bin Dasta, didakwa melakukan perbuatanl kekerasan fisikl dalam lingkupl 

rumah ltangga. Terdakwa Ika Dasmika bin Dasta dan Saksi Korban Siti Aisah 

binti Carum merupakan pasangan suami istri dan tinggal serumah berdasarkan 

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Brebes nomor: 

925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Perbuatan terdakwa diawal adanya 

pertengkaran tentang masalah keuangan, karena terdakwa sudah satu tahun 

bekerja di Bogor namun pulang tidak membawa uang, yang selanjutnya saksi 

korban mengajak terdakwa pergi ke pasar dan saat di pasar dan sampai pulang 

ke rumah tidak terjadi masalah, bahwa selanjutnya pada malam harinya 

                                                 
50 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, 

2011, hlm. 58. 
51 Ibid, hlm. 59. 
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terdakwa membangunkan saksi Korban yang sedang tidur mengajak untuk 

berhubungan badan namun saat itu saksi korban merasa sedang capai sehingga 

saksi Korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut dan saki korban 

melanjutkan tidur. 

Terdakwa merasa marah karena ajakan untuk melakukan hubungan 

badan tidak dituruti saksi korban serta ada permasalahan ekonomi tersebut 

sehingga terdakwa merasa marah dan emosi. Selanjutnya terdakwa mengambil  

sebuah pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang kemudian terdakwa 

langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, 

selanjutnya pisau tersebut oleh terdakwa diarahkan dan ditusukan ke bagian 

pipi sebelah kanan saksi korban yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali 

hingga menancap dan saat itu juga saksi korban terbangun dan terdakwa 

langsung mencabut pisau yang ditusukkan tersebut namun saat terdakwa 

mencabut, pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan kananl saksi korbanl 

hingga terluka. Setelahl itu saksil Korban langsung terduduk danl saksi Korban 

melihat terdakwa akan menusuk lagi dan secara reflek tangan kiri saksi 

Korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang 

pisau sambil mengatakan “yah eling sadar” (yah ingat sadar) dan kemudian 

pisau terjatuh di atas kasur, yang selanjutnya terdakwa langsung lari kabur 

keluar rumah dan saksi korban juga ikut lari keluar rumah untuk meminta 

tolong, yang selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Wahyu Pradana yang 

melihat kejadian tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh 

                                                                                                                                      
52 Sugihastuti & Septiawan, Hadi. Gender & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: 
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warga, sedangkan saksi korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke 

rumah sakit Mutiara Bunda untuk mendapatkan pertolongan. 

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi 

korban Siti Aisah binti Carum tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka 

tusuk di pipi sebelah kanan dan luka robek di jari telunjuk sebelah kanan dan 

merasakan sakit, serta mengalami jatuh sakit serta harus di rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda Tanjung-Brebes selama 1 (satu) 

hari, dan selanjutnya dirawat di rumah selama 10 (sepuluh) hari, dan hal 

tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 002/IGD/RSUI-

MB/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuatl dan ditandatanganil oleh ldr. 

Ermando selaku Dokterl RSUI Mutiara Bunda yang telah memeriksa atas 

nama korban SITI AISAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Korban 

adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun, pada pemeriksaan luar 

ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan 

panjang 5 (lima) centimeter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan jari 

telunjuk tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 (tiga) sentimeter yang 

diakibatkan oleh benda Tajam. 

Dari kasus posisi tersebut terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan alternatif, antara lain: 

1. Terdakwa melakukan perbuatanl kekerasan fisikl dalam lingkupl rumah 

tanggal sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 5 hurufl (a), yang 

mengakibatkan korbanl jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan terdakwa 

                                                                                                                                      
Pustaka Pelajar, 2007, hlm 173. 
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tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44l ayat (2) Undangl-

Undang No. 23l Tahun 2004l tentang Penghapusanl Kekerasan Dalaml 

Rumah lTangga. 

2. Terdakwa melakukan perbuatanl kekerasan fisikl dalam lingkupl rumah 

tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a). Perbuatan 

terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada 

pokoknyal sebagai lberikut: 

1. Menyatakanl terdakwa Ika Dasmika Binl Dasta, terbukti secaral sah danl 

meyakinkan bersalahl melakukan tindakl pidana ”melakukanl kekerasan 

fisikl dalam lingkup rumahl tangga sebagaimanal dimaksud dalaml pasal 5l 

huruf la, yang mengakibatkanl korban jatuh sakit ” sebagaimanal diatur danl 

diancam pidanal dalam Pasall 44 ayatl (2) Undangl-Undang lNo. 23 Tahunl 

2004 tentangl Penghapusan Kekerasanl dalam Rumahl Tangga, 

sebagaimana dakwaanl Kesatu Jaksa Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkanl pidana terhadapl terdakwa berupa pidana penjara selama 1 

(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Rutan 

sementara; 

3. Menetapkan barang bukti berupa: 

a. 1 (satu) bilah pisau yang berlumuran darah; Dirampas untuk 

dimusnahkan; 
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b. 1 (satu) potong daster warna krem kombinasi kuning yang berlumuran 

ldarah; 

c. 1l (satu) Potongl Tanktop warna Krem yang berlumuranl darah; 

d. 1l (satu) Potong Sprei warnal Pink Kombinasi kuning dan Biru yang 

berlumuran darah; 

Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aisah; 

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- 

(Lima ribu rupiah); 

Berdasarkanl alat buktil dan barangl bukti yangl diajukan diperolehl 

fakta-faktal hukum lbahwa: 

1. Antara terdakwa dan korban Siti Aisah adalah pasangan suami istri 

berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung nomor: 

925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dan tinggal serumah; 

2. Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di 

dalam sebuah kamar rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan saksi 

korban Siti Aisah yang beralamat di Kemurang Wetan Rt.03/ Rw.03 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi kekerasan fisik yang 

dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan istrinya; 

3. Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan 

cara terdakwa menikan dengan menggunakan pisau di pipi sebelah kanan 

sebanyak 1 (satu) kali dan juga ada luka sobek di jari telunjuk sebelah 

kanan; 
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4. Serdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Siti Aisah 

yaitu bermula pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib 

Terdakwa dan saksi korban Siti Aisah yang merupakan istrinya bertengkar 

masalah uang, setelah itu saksi korban mengajak Terdakwa ke pasar 

namun saat di pasar dan sampai pulang dari pasar tidak ada masalah, 

selanjutnya sekira pukul 23. 40 Wib Terdakwa mengajakl saksi korbanl 

untuk bersetubuhl namun saat itu saksi korbanl menolak dengan alasan 

Terdakwa pulang dari Bogor kerja namun pulang tidak membawa uang, 

selanjutnya Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya pada hari selasa 

tanggal 11 Mei 2021 sekira 00.10 Wib Terdakwa mencuci baju beserta 

piring yang digunakan saksi korban untuk berdagang hingga pukul 02.00 

Wib, setelah selesai mencuci piring dan pakaian Terdakwa masih teringat 

dengan ucapan saksi korban kemudian terdakwa masih marah dan emosi 

kepada saksi korban, karena saksi korban di ajak untuk bersetubuh tidak 

mau kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil pisau yang 

sudah Terdakwa siapkan di bawah ranjang kemudian Terdakwa langsung 

memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 

selanjutnya pisau tersebut Terdakwa arahkan untuk menusuk pipi kanan 

istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat itu juga saksi korban terbangun 

dan Terdakwa langsung mencabut pisau yang Terdakwa tusukkan namun 

saat Terdakwa mencabut pisau nya terkena jari telunjuk tangan kanan 

saksi korban setelah itu terdakwa menaruh pisau tersebut di atas springbet 

dan Terdakwa langsung lari keluar rumah namun saksi korban menyusul 
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di belakangnya, setelah Terdakwa lari sampai teras rumah Terdakwa 

ketahuan oleh saksi Wahyu, kemudian Terdakwa langsung berlari dari 

rumah dan saat itu juga Terdakwa langsung di kejar oleh saksi Wahyu 

bersama warga sekitar yang akhir nya Terdakwa tertangkap kemudian 

Terdakwa di amankan di rumah warga, selanjutnya Terdakwa di serahkan 

ke pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya; 

5. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban 

mengalami Luka tusuk di pipi sebelah kanan dan juga ada luka sobek di 

jari telunjuk sebelah kanan; 

6. Saat sekarang terdakwa danl saksi korbanl sudah dikaruniai seorangl anak 

Lakil-laki yang bernama FRANS SIKA YANUAR, Umur 4 Tahun; 

7. Penyebab dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu karena 

ada permasalahan ekonomi dan juga terdakwa merasa emosi karena tidak 

dilayani oleh saksi korban dalam hal seksual. 

Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut terlebih dahulu 

mempertimbangkan apakah berdasarkan faktal-fakta hukuml tersebut dil atas, 

Terdakwal dapat dinyatakanl telah melakukanl tindak pidanal yang didakwakanl 

kepadanya. Terdakwal telah didakwal oleh Penuntutl Umum denganl dakwaan 

Alternatif, Hakiml dalam perkara ini mempertimbangkan dakwaanl yang 

mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar 

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai 

berikut: 
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1. Barang siapa, 

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 

Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , telah 

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan Alternatif Kesatu, dengan memutuskan menyatakan terdakwa Ika 

Dasmika Bin Dasta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan 

menjatuhkan pidanal kepada Terdakwal oleh karenal itu denganl pidana 

penjaral selama 1l (satu) ltahun. 

Padal kasus lini, menurut penulisl dakwaan pertamal telah tepatl karena 

dakwaanl tersebut memangl mengatur tentangl kekerasan fisikl yang dilakukanl 

suami terhadapl isteri dalaml lingkup rumahl tangga yang mengakibatkan 

korban jatuh sakit atau luka berat. Jadi tidak perlul adanya dakwaanl alternatif 

kedual yaitu Pasall 44 ayatl (1) Undang-Undangl No. 23 Tahunl 2004 tentangl 

Penghapusan Kekerasanl Dalam Rumahl Tangga. Hall tersebut dikarenakan 

dalaml Pasal 44 ayatl (1) mengatur perbuatan kekerasanl fisik dalam lingkup 

rumahl tangga sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 5 hurufl (a) yaitu dijelaskan 

pada Pasall 6 adalahl perbuatan yangl mengakibatkan rasal sakit, jatuhl sakit, 

ataul luka lberat. Karena Pasal 44 ayat (2) sudah mengatur kekerasan fisik yang 

mengakibatkan jaruh sakit atau luka berat, maka maksud Pasal 44 ayat (1) 
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undang-undangl tersebut adalahl perbuatan yangl mengakibatkan rasal sakit 

lsaja.  

Sesuai dengan kasus posisi dan hasil Visum Et Repertum diperoleh 

kesimpulan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang berumur 29 

tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan 

terdapat luka tusuk dengan panjang 5 (lima) centi meter kedalaman 0,5 (nol 

koma lima) sentimeter dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek 

panjang 3 (tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda Tajam. Korban 

mengalami jatuh sakit serta harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Islami 

Mutiara Bunda Tanjung-Brebes selama 1 (satu) hari, dan selanjutnya dirawat 

dirumah dan tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya selama selama 

10 (sepuluh) hari. Artinya perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan 

korban jatuh sakit, sehingga menurutl penulis terhadapl kasusnya sudahl tepat 

dijatuhkanl Pasal 44l ayat (2l) Undang-Undangl No. 23l Tahun 2004l tentang 

Penghapusanl Kekerasan Dalaml Rumah lTangga. 

Memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa 

dakwaan jaksa penuntutl umum telahl sesuai denganl fakta lhukum, maka hakiml 

langsung memilihl dakwaan pertamal sebagaimana diaturl Pasal 44l ayat (2l) 

Undang-Undangl No. 23l Tahun 2004l tentang Penghapusanl Kekerasan Dalaml 

Rumah lTangga. Dengan demikianl putusan hakiml sudah tepatl dengan 

didasarkanl pada pertimbanganl terhadap unsurl-unsur daril tindak pidanal 

sebagaimana diaturl dalam pasall yang didakwakanl tersebut. Adapunl unsur-

unsurl pasal tersebutl yaitu barangl siapa danl melakukan perbuatanl kekerasan 
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fisikl dalam lingkupl rumah ltangga. Vonis hakiml terhadap lamanyal hukuman 

jugal mengabulkan tuntutanl Jaksa Penuntutl Umum yangl menuntut terdakwal 

dijatuhi pidanal penjara selamal 1 (satul) tahun. Terhadapl penjatuhan hukumanl 

tersebut menurutl penulis sudahl tepat, dimanal perbuatan terdakwal 

bertentangan denganl hukum sehinggal terdakwa dinyatakanl bersalah. 

Pemidanaanl terhadap terdakwal sesuai denganl peraturan perundangl-undangan 

yangl berlaku danl sistem kemasyarakatanl dimana pemidanaanl sebagai upayal 

untuk menyadarkanl narapidana agarl menyesali perbuatanyal dan 

mengembalikanyal menjadi wargal masyarakat terutamal menjadi seorangl 

suami yangl baik bagil isteri danl keluarganya. 
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